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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
ش Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 
x 
 
ع „ain „ apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ٌ Nun N En 
و Wau W We 
ِ Ha H Ha 
ء Hamzah ʼ Apostrof 
ى Ya Y Ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
ؘا fatḥah a A 
ؘا Kasrah i I 
ؘا ḍammah u U 
xi 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
ؘٸ fatḥah dan yā’ ai a dan i 
ٷ fatḥah dan wau au a dan u 
Contoh: 
ََفْيَك: kaifa 
ََلْوَه:haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ؘى ... | ؘا  ... fatḥah dan alif atau yā‟ ā a dan garis di atas 
ى kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas 
ؘو dammah dan wau ū u dan garis di atas 
Contoh: 
ََتاي  : māta 
يَيَر  : ramā 
ََمْيِل    : qīla 
 َتْوًَي : yamūtu 
 
 
xii 
 
4. Tā’ marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau 
mendapat harakat fatḥah, kasrah, danḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 
tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
ةَضْوَرؘَاﻷ:ِلاَفْط rauḍah al-aṭfāl 
ةَهِضافْناَ  َةَُْيَِد ًَ َنا   :  al-madīnah al-fāḍilah 
َة ًَ ْكِحَنا : al-ḥikmah 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arabdilambangkan dengan 
sebuahtanda tasydīd ( َ َّ  ), dalamtransliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonanganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
ََاُ بَر  : rabbanā 
ََاُْي  جَ  : najjainā 
 َكَحَنا : al-ḥaqq 
ََى ُّعَ   : nu“ima 
 َو  دَع  : ‘aduwwun 
Jika huruf ىber-tasydiddiakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
(  َى) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddahmenjadi ī. 
Contoh: 
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 َِيهَع    : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
 َيبَرَع : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif 
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
(-). 
Contoh: 
 َص ًْ  شَنا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
 َسَناةنَسن  : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 
ةَفَسَْهفَنا : al-falsafah 
ََدهبَنا : al-bilādu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
ٌََ ْو  رْيأت : ta’murūna 
 َعْو َُنا : al-nau„ 
 َءْيَش :syai’un 
َِيأ َتْر  : umirtu 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa 
Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 
al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh. 
Contoh: 
FīẒilāl al-Qur’ān 
Al-Sunnahqabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan  huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍāfilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
َِاللَ  ٍ يِدdīnullāhَِِللابbillāh 
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafẓ al-Jalālah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
َِاللَِة ًَ حرَِْيفَْى هhum fīraḥmatillāh 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
xv 
 
 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). Contoh: 
WamāMuḥammadunillārasūl 
Inna awwalabaitinwuḍi‘alinnāsilallażī bi Bakkatamubārakan 
SyahruRamaḍān al-lażīunzilafīh al-Qur’ān 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
AbūNaṣr al-Farābī 
Al-Gazālī 
Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
 
Abū al-WalīdMuḥammadibRusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abū al-
WalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-WalīdMuḥammad Ibnu) 
NaṣrḤāmidAbūZaīd, ditulis menjadi: AbūZaīd, NaṣrḤāmid (bukan: Zaīd, 
NaṣrḤāmidAbū) 
xvi 
 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  = subḥānahūwata‘ālā 
saw.  = ṣallallāhu ‘alaihi wasallam 
a.s.  = ‘alaihi al-salām 
H  = Hijrah 
M  = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imrān/3: 4 
HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
Nama            : Juandy 
NIM            : 10300113124 
 Judul            : Tinjauan Hukum Perbarengan Tindak Pidana Pencurian Disertai 
Kekerasan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar 2012-2016). 
Skripsi ini bertujuan untuk meneliti tentang (1) Apa yang menyebabkan terjadinya tindak 
pidana pencurian disertai kekerasan, (2) Apa upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk 
mencegah tindak pidana pencurian disertai kekerasan. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan, yaitu jenis 
penelitian yang menggambarkan objek yang dibicarakan yaitu pelaku pencurian 
disertai kekerasan..Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis 
yaitu suatu metode atau cara yang digunakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan pendekatan yang meninjau dan menganalisa masalah 
dengan menggunakan prinsip-prinsip dan berdasarkan data kepustakaan melalui 
library research. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana 
pencurian disertai kekerasan yaitu faktor ekonomi, di mana ketidakmampuan untuk 
memenuhi kebutuhan hidup, maka orang tersebut melakukan kejahatan pencurian 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Sedangkan upaya-upaya yang dapat 
dilakukan untuk mencegah tindak pidana pencurian disertai kekerasan yaitu upaya 
yang bersifat preventif (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi 
dikelompokkan dalam sarana non penal. Upaya untuk melakukan penanggulangan 
kejahatan mempunyai dua cara yaitu melalui system peradilan pidana (penal) atau 
represif yaitu upaya setelah terjadinya kejahatan dan sarana (non penal) atau preventif 
yaitu mencegah sebelum terjadinya kejahatan. 
Hakim dalam menjatuh kanputusan terhadap terdakwa sekiranya tidak terlalu 
ringan dengan mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang 
yang terbukti bersalah dimaksudkan bukan saja sebagai pembalasan atau efek jerah 
terhadap orang tersebut tetapi juga untuk mencegah orang lain untuk melakukan 
tindak pidana tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pidana yaitu 
mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia hidup 
berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan seiring mengadakan hubungan 
antar sesama. Hubungan ini terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidup yang tidak 
mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. 
Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya 
yang dilakukan untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin. 
Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran untuk berperilaku 
serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang 
diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di 
masyarakat. 
Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai 
penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan 
terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang 
demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan 
kejahatan dalam kehidupan.
1
Masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu 
dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.
2
 Masyarakat dengan 
tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma atau 
kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada 
                                                          
1
R. Abdoel Djamali,  Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 
2010), h 1 
2
Bambang Waloyu,  Pidana dan Pemidanaan (Jakarta:  Sinar Grafika, 2008), h 1 
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kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. 
Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma 
hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah 
pencurian. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan 
orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media massa dan 
media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan 
berbagai jenisnya dilatar belakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. 
Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-
bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yang sering dilakukan adalah tindak pidana 
pencurian yang disertai dengan kekerasan. 
Pencurian disertai kekerasan yang pada umumnya yang sibabkan oleh: 
1. Faktor Ekonomi 
Materialisme atau aspirasi untuk mengumpulkan kekayaan merupakan sebuah 
orientasi yang mengutamakan hal-hal fisik dalam kehidupan. Orang yang hidupnya 
berorientasi materi akan menjadikan banyaknya jumlah uang yang biasa dikumpulkan 
dan kepemilikan materi yang dapat mereka miliki dijadikan sebagai tolak ukur 
keberhasilan hidup. Aspirasi materi menghendaki seseorang memiliki nilai yang lebih 
baik dalam kemampuan-kemampuan tertentu, sementara di sisi lain mereka tidak 
memiliki kemampuan untuk memenuhi hal tersebut. Salah satu jalan keluarnya adalah 
dengan melakukan kejahatan pencurian. 
2. Faktor Lingkungan 
Dalam kehidupan keseharian seseorang tidak akan terlepas dari lingkungan 
yang ada disekitarnya. Dimana adanya ambisi-ambisi yang besar pada diri seseorang, 
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mengingat rasa ingin memiliki yang cukup tinggi dari orang dewasa secara 
umumnya, melihat orang lain yang memiliki suatu barang yang cukup mahal 
memunculkan rasa ingn memiliki barang itu juga, padahal mereka atau orang tua 
mereka tidak mampu untuk memilikinya sehingga dengan ambisi orang tersebut 
kemudian mencari cara untuk mendapatkan uang atau barang  dengan cara yang salah 
yaitu dengan mencuri uang atau barang tersebut. Ada juga permasalahan lingkungan 
lain seperti pergaulan yang salah, seserang yang awalnya berperilaku baik bergaul 
dilingkungan yang salah akhirnya mengakibatkan mereka terjerumus dalam kejahatan 
khususnya kejahatan pencurian. Mereka melakukan kejahatan ini hanya sekedar ikut-
ikutan atau juga untuk bersenang-senang menikmati hasil dari apa yang mereka curi. 
Misalnya mabuk-mabukan, obat-obatan dan sebagainya. Faktor lingkungan ini yang 
mendominasi daripada faktor-faktor lain penyebab seseorang melakukan kejahatan 
pencurian disertai kekerasan.Mereka awalnya adalah orang baik, tetapi sejak mereka 
tinggal dilingkungan yang pergaulannya salah mereka akhirnya ikut melakukan 
kejahatan yang seperti dilakukan oleh orang dilingkungan yang salah tersebut, 
terutama kejahatan pencurian disertai kekerasan. 
3. Kurang Perhatian/Pengawasan Keluarga 
Perhatian keluarga sangat perlu untuk metode pertumbuhan sikap, perilaku 
dan psikologis seseorang. Selain pengajar atau guru disekolah yang mendidik untuk 
berkelakuan baik, orang tua di rumah juga turut aktif untuk membantu mengajarkan 
bagaimana berkelakuan dengan baik, karena waktu anak disekolah hanya sedikit. 
Kurangnya perhatian keluarga bisa saja merubah sikap dan perilaku orang tersebut, 
bisa saja mereka melakukan keinginan mereka meskipun dengan cara yang 
4 
 
bertentangan dengan kebaikan dikarenakan sangat lemahnya pengawasan dari orang 
tua ataupun keluarga termasuk melakukan kejahatan pencurian. 
4. Rendahnya Tingkat Pendidikan 
Rendahnya tingkat pendidikan seseorang juga menjadi salah satu faktor 
penyebab terjadinya kejahatan pencurian disertai kekerasan. Melihat tingkat 
pendidikan yang rendah bahkan sampai tidak bersekolah akan mempengaruhi sikap 
dan perilaku seseorang. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian 
disertai kekerasan antara lain: 
a. Faktor lingkungan yang sangat kurang baik bagi seseorang apalagi bila di 
lingkungan tersebut sering terjadi kejahatan maka orang tersebut akan belajar 
dan mengikuti apa yang didapatkan di lingkungan tersebut. Faktor inilah yang 
paling berpengaruh sehingga seseorang melakukan suatu tindak kejahatan. 
b. Faktor ekonomi yakni faktor ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan 
hidup seseorang, maka orang tersebut melakukan kejahatan pencurian untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. 
c. Faktor lemahnya pengawasan orang tua atau keluarga kepada anak sehingga 
tidak tertanam norma kesusilaan dan norma agama yang seharusnya 
melandasi pemikiran seseorang agar terjauh dari perbuatan yang dilarang 
agama namun karena kurangnya waktu bersama mengakibatkan orang 
melakukan kejahatan tersebut. Masih kurangnya petugas yang menangani 
ataupun mencegah agar kasus yang dilakukan tidak lagi terjadi kususnya di 
kota Makassar. 
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Pencurian disertai kekerasan merupakan salah satu persoalan yang serius yang 
ada di Indonesia. Dalam arti kalimat, pencurian yang diberengi kekerasan dapat 
disebut juga dengan perampokan
3
 untuk istilah awamnya. pencurian yang dibarengi 
dengan kekerasan dalam pasal 365 ayat (1) KUHP berbunyi, dengan hukuman 
penjara selama-lamanya Sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai 
atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan 
maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap 
tangan atau terpergok supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi 
kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang 
yang dicuri itu tetap  ada ditangannya. 
Dalam kasus tindak pidana pencurian diserta kekerasan pelaku tidak hanya 
mengambil harta atau barang yang diinginkan tetapi juga melakukan kekerasan 
terhadap korban pencurian, sehingga berakibat pada konsekuensi hukuman atau 
sanksi yang dapat dikenakan pada pelaku. 
Adapun didalam pasal 89 KUHP dikatakan, yang disamakan melakukan 
kekerasan itu, membuat orang menjadi pinsang atau tidak berdaya lagi atau lemah. 
Sedangkan mengenai arti melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau 
kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya dengan cara memukul 
dengan tangan, atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan 
sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa 
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Perampokan merupakan salah satu bentuk kejahatan. Perampokan dapat dikatakanpencurian 
besar karena hampir sama dengan mencuri, hanya saja jika dalam pencurian seseorangmengambil harta 
secara diam diam dan dalam perampokan mengambil harta secara terangterangandan disertai ancaman 
bahkankekerasan,(https://fendygoo.blogspot.co.id/2015/01/makalah-perampokan.html) 
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sakit.
4
 Menurut R. Soesilo, kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan, 
misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, 
menendang dan lain sebaginya. Sedangkan menurut S.R. Sianturi, kekerasan adalah 
setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat 
mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi.
5
 
Kekerasan kejahatan menurut para biologis dan psikologis tertarik pada 
pebedaan-perbedaan yang terdapat pada individu. Para tokoh spikologis 
memprtimbangkan suatu variasi dari kemungkinan cacat dalam kesadaran, 
ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan 
hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah. Mereka mengkaji 
bagaimana agresi dipelajari, situasi apa yang mendorong kekerasan atau delinkuen, 
bagaimana kejahatan berhubungan dengan faktor-faktor kepribadian, serta asosiasi 
antara beberapa kerusakan mental dan kekerasan.
6
 
Akhir-akhir ini tindak pidana pencurian disertai kekerasan banyak yang terjadi 
dalam masyarakat dan mengakibatkan kerugian baik fisik maupun non fisik yang 
sangat besar. Dan dalam hukuman pidana positif atau sanksi yang dijatuhkan dirasa 
belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat terutama korban dari tindak pidana 
tersebut. 
Pada dasarnya kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus ditujukan 
kepada orang bukan pada benda ataupun barang yang dapat dilakukan sebelumnya 
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R. Soesiloh, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarna 
Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politea 1995), h  98  
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S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya (Jakarta: Alumni 
Ahaem petehean, 1986), h 37 
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Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, Kriminologi (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada: 2012), 
h 36 
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atau sesudah pencurian itu dilakukan apabila tujuan untuk menyiapkan, memudahkan 
pencurian, dan jika tertangkap tangan ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya 
yang turut melakukan untuk melarikan diri atau barang yang dicuri tetap ada 
ditangannya. Bagi orang-orang yang mencuri atau menggelapkan sesuatu harus 
mengembalikan barang tersebut ketempatnya semula setelah ia bertaubat kepada 
Allah. Baik dia mengembalikannya dengan cara sembunyi-sembunyi ataupun secara 
terang-terangan, ataupun dia mengembalikannya sendiri dengan perantaraan orang 
lain. Jika dia tidak mampu mengembalikan barang tersebut ketempatnya semula atau 
kepemilik barang itu, padahal dia sudah berusaha mencari pemiliknya maka dia harus 
menyedekahkan barang tersebut dan berniat agar pahalanya diberikan kepada pemilik 
barang itu.
7
 
Sementara hukum Islam memandang pencurian (sariqah) adalah mengambil 
harta milik seseorang dengan sembinyi-sembunyi dan tipu daya.
8
Al-Qur‟an dan 
hadits melarang keras melakukan tindak pidana pencurian disertai kekerasan serta 
menegaskan ancaman hukumannya secara terperinci dan berat atas kejahatan yang 
dilakukan orang tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-Maidah: 5/38 
yaitu: 
                              
       
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Terjemahannya: 
Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan 
keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai 
siksaan dari Allah. Dan Allah mahaperkasa, mahabijaksana.9 
Dan hadits yang diriwatkan oleh Ahmad Muslim dan Nasai yang berbunyi 
sebagai berikut: 
 ِعْطَِقب ص َّبَِّنلا َرََمَاف ُهُدَحَْتَ َو َعاَتَ
لما ُر ْ يِعَتْسَت ٌةَّيِمْوُزَْمَ ٌةَارْما ِتَناَك :ْتَلَاق َةَشِئاَع ْنَع  اَهُلَْىا ىََتَاف .اَىِدَي
 ُا َفْشَت َكَاَرا َلا ُةَماَُسا َاي :ص ُّبَِّنلا ُوَل َلاَق َف .اَه ْ يِف ص َّبَِّنلا َمَّلَكَف ،ُهْوُمَّلَكَف ٍدْيَز َنْب َةَماَس ْنِم  د ََ  ِِ ُع
 ْمُكَل ْ ب َق َناَك ْنَم َكَلَى َا َّنَِّا :َلاَق َف اًبْيِطَخ ص ُّبَِّنلا َمَاق َُّثُ .َّلَج َو َّزَع ِللها ِدْوُدَُ  ُمِهْيِف َقَرَس اَذِا ُوََّنِاب
 ُةَمِطَاف ْتَناَك ْوَل ِهِدَِيب ْىِسْف َن ْىِذَّلا َو .ُهْوَُعطَق ُفْيِعَّضلا ُمِهْيِف َقَرَس اَذِا َو ُهْوَُكر َت ُفِْيرَّشلا ٍدَّمَُمُ ُتِْنب
ئاسنلا و ملسم و دحما .ِةَّيِمْوُزْخ
َ
لما َدَي َعَطَق َف .اَىَدَي ُتْعَطَقَلى 
Artinya: 
Dari „Aisyah ia berkata : Dahulu ada seorang wanita Makhzumiyah meminjam 
barang (perhiasan), kemudian dia mengingkarinya. Lalu Nabi SAW 
memerintahkan supaya dipotong tangannya. Lalu keluarga wanita itu datang 
kepada Usamah bin Zaid, lalu menceritakan masalah itu kepadanya. Kemudian 
Usamah bin Zaid menyampaikan kepada Nabi SAW tentang hal itu. Maka Nabi 
SAW menjawab, “Hai Usamah, aku tidak menganggapmu bisa memberikan 
pertolongan (membebaskan) hukuman dari hukuman-hukuman Allah „Azza wa 
Jalla”. Kemudian Nabi SAW berdiri dan berkhutbah, beliau bersabda dalam 
khutbahnya, “Sesungguhnya telah hancur ummat-ummat sebelum kalian, karena 
apabila ada orang terhormat di kalangan mereka itu yang mencuri, mereka 
membiarkannya. Tetapi apabila orang lemah di kalangan mereka yang mencuri, 
mereka potong tangannya. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, seandainya 
Fathimah (putri Muhammad) mencuri, tentu aku potong tangannya”. Lalu beliau 
SAW memotong tangan wanita Makhzumiyah itu. (HR. Ahmad, Muslim dan 
Nasai)
10
 
Adapun Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan 
penanggulangan kejahatan yang termasuk bidang kebijakan kriminal, kebijakan 
kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial 
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Kementererian Agama, Al-Qur‟an dan Terjemah (Surabaya: Karya Toha Putra, 2002), h 115 
10
 Al-Imam Aby-Husaini Muslim Ibn Al-Hajjaji Al-Qusairy An-Naisabury, Shahih Muslim, 
Jus 3, (Arabiyah: Darul Kutubi As-Sunnah, 136 M) h 1315 
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(social policy) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan 
sosial (social-welfarepolicy) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindugan 
masyarakat (social-defence policy).
11
 
Penerapan hukum pidana menitik beratkan pada upaya yang bersifat represif 
(penindakan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi dalam sarana penal. 
Sedangkan pencegahan tanpa pidana dan cara mempengaruhi pandangan masyarakat 
mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa menitik beratkan pada upaya 
yang bersifat preventif (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi 
dikelompokkan dalam sarana non penal. Upaya untuk melakukan penanggulangan 
kejahatan mempunyai dua cara dalam hal penggunaan sarana yaitu melalui sarana 
sistem peradilan pidana (penal) tindakan represif yaitu upaya setelah terjadinya 
kejahatan, dan sarana (non penal) tindakan preventif yaitu mencegah sebelum 
terjadinya kejahatan. Perbedaan keduanya dapat diuraikan sebagai berikut: 
1. Tindakan Represif 
Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur 
penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.Tindakan respresif lebih dititik 
beratkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan 
memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.
12
 
 Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk 
masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam 
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Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan 
Kejahatan, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2001), h 73 
12
Soedjono D, Penanggulangan Kejahatan Crime Prevention, (Bandung: Alumni,1976), h 32 
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melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di 
pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.
13
 
2. Tindakan Preventif 
Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau 
menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, 
dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan 
lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja 
diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang 
memuaskan atau mencapai tujuan.
14
 
Sebagai contoh kasus, Empat orang pelaku begal yang diduga merupakan 
pelajar nekat beraksi di Jalan Muhajirin Raya Kompleks PU Malengkeri Baru kota 
Makassar, Jumat (24/2/2017). Para pelaku yang mengenakan seragam pramuka 
menggunakan dua sepeda motor kemudian menyerang dua orang korbannya 
menggunakan senjata tajam jenis parang. Kedua korban yakni Christien Ayu Sampe 
Tondok (19) dan Nur Lelyani (19). Mereka merupakan mahasiswa Universitas Negeri 
Makassar (UNM) jurusan Bahasa Inggris. Ayu menerangkan jika para pelaku 
awalnya beberapa kali melintas dimana saat itu Ayu dan Nur sedang berdiri di pinggir 
jalan depan kostnya. "Saya sementara menunggu tiba-tiba itu ada empat anak sekolah 
awalnya lewat beberapa kali terus singgah dan ancam pakai parang," kata Ayu. Para 
pelaku ini memaksa merebut handphone milik kedua korbannya namun mengalami 
kendala lantaran mencoba dilawan. "Saya kena tebasan parang bagian jari kiriku, 
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Simanjuntak B dan Chairil Ali, Cakrawala Baru Kriminologi, (Bandung: Trasito, 1980) h 
399 
14
A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis 
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kalau Lely agak parah karena kena punggung tangan kirinya karena dia tangkis 
tebasan parang saat mau diambil Hpnya," ucapnya. Akibat kejadian ini korban 
mengalami luka tebas dan kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara, 
sedangkan handphone miliknya raib dibawa kabur pelaku.
15
 
Berdasarkan uraian tersebut, penulis menilai sangat urgen untuk dilakukan 
penelitian terkait. Tinjauan Hukum Perbarengan Tindak Pidana  Pencurian disertai 
Kekerasan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian yakni: 
Tinjauan Hukum Perbarengan Tindak Pidana  Pencurian disertai Kekerasan (Studi 
Kasus Pengadilan Negeri Makassar 2012-2016). 
B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus penelitian 
Dalam penelitian ini berfokus pada Pengadilan Negeri Makassar 
2. Deskripsi Fokus 
a. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah 
mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, 
pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).
16
 
b. Hukum adalah adalah peraturan-peraturang yang mengatur kehidupan 
orang-orang dalam masyarakat, baik masyarakat besar, seperti negara, 
maupun masyarakat kecil.
17
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16
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c. Perbarengan adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu 
orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi 
pidana, atau antara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana 
berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.
18
 
d. Kekerasan adalah suatu sifat atau hal yang keras, kekuatan dan paksaan.19 
C. Rumusan Masalah 
Untuk memperoleh hasil penelitian yang kualitatif dan memenuhi syarat-
syarat ilmiah serta dapat memberikan kesimpulan yang sesuai dengan judul, maka 
perlu adanya pembatasan dan rumusan masalah. Hal ini sangat penting agar dalam 
pelaksanaan pengumpulan data dan analisis data tidak akan terjadi kekaburan dan 
menyimpang dari tujuan semula. Yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan 
skripsi ini penulis merumuskan dua sub masalah yakni: 
1. Apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian disertai 
kekerasan? 
2. Apa upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak pidana 
pencurian disertai kekerasan? 
D. Kajian Pustaka 
Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini ialah Tinjauan Hukum 
Perbarengan Tindak Pidana Pencurian disertai Kekerasan (Studi Kasus Pengadilan 
Negeri Makassar 2012-2016). Ada beberapa literatur yang dijadikan acuan dasar, 
antara lain: 
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1. M. Nurul Irfan dalam bukunya Hukum Pidana Islam, buku ini berbeda dengan 
buku fiqh jinayah atau hukum pidana Islam pada umumnya. Buku yang satu ini 
tidak hanya membahas teori hukum pidana Islam dan sumber-sumbernya, tetapi 
juga membahas beberapa kasus hukum yang pernah terjadi di Indonesia. 
Selanjutnya, beberapa kasus hukum tersebut dikaitkan dengan teori dasar yang 
terdapat dalam hukum pidana Islam. 
2. Bambang Waloyo dalam bukunya Pidana dan Pemidanaan bahwa norma yang 
telah disepakati ternyata dapat memnyebabkan terganggunya ketertiban dan 
ketentraman kehidupan manusia, penyelewengan yang biasa dilakukan 
masyarakat dapat dicap sebagai pelanggaran kejahatan. 
3. Topo Santoso dalam bukunya Kriminologi, kekerasan kejahatan yang terdapat 
pada individu itu bervariasi, kemungkinan cacat dalam kesadaran, 
ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai dimasa kecil dan 
kehilangan hubungan dengan ibu. 
4. R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia  dalam bukunya bahwa 
Hubungan ini terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidup yang tidak mungkin 
selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. 
Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya 
upaya yang dilakukan untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan lahir 
dan batin. 
5. Mahrus Ali dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana, dimana tindak pidana 
yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana 
yang pertama dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan 
hakim. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan 
masalah yang dipaparkan diatas, yaitu sebagai berikut: 
1. Tujuan penelitian 
a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya  tindak 
pidana pencurian disertai kekerasan. 
b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah 
tindak pidana pencurian disertai kekerasan. 
2. Kegunaan penelitian 
a. Kegunaan Teoritis 
1) Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan 
pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. 
2) Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian 
selanjutnya. 
b. Kegunaan praktis  
1) Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya penegakan 
terhadap tindak pidana pencurian disertai kekerasan. 
2) Memberikan informasi secara ilmiah bagi masyarakat umum sehingga 
diharapkan dapat lebih mengetahui dan mengerti tentang upaya 
pencegahan terjadinya pencurian disertai kekerasan. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 
1. Pengertian tindak pidana 
Hukum pidana adalah kumpulan peraturan yang mengatur perbuatan baik 
menyeruh berbuat atau melakukan sesuatu maupun melarang berbuat atau melakukan 
sesuatu yang diatur di dalam undang-undang dan peraturan daerah yang diancam 
dengan sanksi pidana.
20
 
Menurut Moeljatno, merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh 
seseorang yang melanggar peraturan-peraturan pidana yang diancam dengan 
hukuman oleh undang-undang. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering kali 
melihat tindak kejahatan, akan tetapi ada sebagian masyarakat yang belum 
mengetahui arti yang sebenarnya mengenai tindak pidana. Perlu dikemukakan disini 
bahwa pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus 
sebagai terjemahan dari bahasa Belanda “straf” yang dapat juga diartikan sebagai 
“hukuman”. Seperti dikemukakan Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal 
dari kata “straf” ini dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan 
“wordtgestraf” adalah merupakan istilah-istilah konvensional.21 Beliau tidak setuju 
dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah konvensional, yaitu 
“pidana” untuk menggantikan kata “straf” dan “diancam dengan pidana” untuk 
                                                          
20
Rahman Syamsuddin, Ismail Aris, Merajut Hukum Di Indonesia (Jakarta: Mitra Wacana 
Media), h 192 
 
21
Moeljatno, Asas- Asas Hukum Pidana (Jakarta: PT. Bima Aksara, 1993), h. 35.  
16 
 
menggantikan kata “wordt gestraft”. Jika “straf” diartikan “hukuman”, maka 
strafrecht seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. 
2. Unsur-unsur tindak pidana 
Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur 
lahiriah atau fakta oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang 
ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). 
Menurut Moeljatno yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:
22
 
a. Kelakuan dan akibat (=perbuatan) 
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan 
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana 
d. Unsur melawan hukum yang objektif 
e. Unsur melawan hukum yang subjektif. 
Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat 
unsur melawan hukum, namun jangan dikira bahwa perbuatan tersebut lalu tidak 
bersifat melawan hukum. Sebagaimana ternyata diatas, perbuatan tadi sudah 
sedemikian wajar sifat melawan hukumnya sehingga tidak perlu untuk dinyatakan 
tersendiri. 
Sungguhpun demikian setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab undang-
undang hukum pidana itu pada umumnya menurut doktrin, unsur-unsur delik atau 
                                                          
22
 Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut Hukum Di Indonesia, h. 193-194 
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perbuatan pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terdapat unsur-unsur 
tersebut dapat diutarakan sebagai berikut:
23
 
1. Unsur subjektif 
Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum 
pidana menyatakan An act does not make a person guilty unless the mind is guilty 
or actus non facit reum nisi mens sit rea (tidak ada hukuman kalau tidak ada 
kesalahan). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan 
oleh kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan kealpaan (negligenceor schuld). 
Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas tiga, 
yakni: 
a. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) 
b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn) 
c. Kesengajaan keinsafan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus 
evantualis).  
Sedangkan kealpaan terdiri atas dua, yakni: 
a. Tak berhati-hati 
b. Dapat menduga akibat perbuatan itu 
2. Unsur objektif 
Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas: 
a. Perbuatan manusia, berupa; 
1) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif; 
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Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut Hukum Di Indonesia, h 194-195 
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2) Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan 
yang mendiamkan atau membiarkan. 
b. Akibat (result) perbuatan manusia. Akibat tersebut membahayakan atau 
merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dilindungi 
oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, kehormatan, dan 
sebagainya. 
c.  Keadaan-keadaan (circusmstances) 
Pada umumnya, keadaan tersebut di bedakan antara lain: 
1)  Keadaan pada saat perbuatan dilakukan. 
2)  Keadaan setelah perbuatan dilakukan. 
d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum  
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan 
sipelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan dengan hukum, yakni 
berkenaan dengan larangan atau perintah melakukan sesuatu. 
Menurut Satochid kartanegara unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur 
subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu 
berupa:
24
 
a   Suatu tindakan, 
b   Suatu akibat, dan 
c   Keadaan (omstandigheid). 
Selanjutnya Satochid menyatakan kesemuanya itu dilarang dan diancam 
dengan hukuman oleh Undang-undang. Sedankan unsur subjektif adalah unsur-unsur 
dari perbuatan yakni; 
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a   Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (toerekeningsvatbaarheid) 
b   Kesalahan (schuld). 
Menurut Lamintang, unsur delik terdiri atas dua macam yakni unsur subjektif 
dan unsur objektif. Selanjutnya Lamintang menyatakan sebagai berikut: “Yang 
dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri 
si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya 
yaitu segala yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan 
unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-
keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu 
harus dilakukan.
25
 
Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah: 
a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa). 
b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang 
dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP. 
c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya 
didalam kejahatan-kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan 
dan lain-lain. 
d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang 
misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 
KUHP. 
e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan 
tindak pidana menurut pasal 308 KUHP. 
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Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut: 
a. Sifat melawan hukum atau wederechtelijk. 
b. Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri 
dalam kejahatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus 
suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP. 
Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu 
kenyataan sebagai akibat. 
3. Jenis-jenis tindak pidana 
Tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut: 
a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misddrijven) yang 
dimuat dalam buku II dan pelanggaran (overtredingen) yang dimuat dalam 
buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah 
ancaman pidana pelanggaran jauh lebih ringan dari pada kejahatan. 
b. Menurut cara merumuskannya dibedakan antara tindak pidana formil (formeel 
delicten) dan tindak pidana materil (materiel delicten). Tindak pidana formil 
adalah tindak pidana yang di rumuskan sedemkian rupa sehingga memberikan 
arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu 
perbuatan tertentu. Sebaliknya, dalam rumusan tindak pidana materil, inti 
larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang 
dipertanggungjawabkan dan dipidana. 
c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) 
dan tindak pidana tidak disengaja (culpa). Tindak pidana sengaja adalah 
tindak pidana yang didalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan. 
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Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tinak pidana yang dalam 
rumusannya mengandung culpa atau kelalaian. 
d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
aktif/positif atau disebut juga tindak pidana komisi dan tindak pidana  
pasif/negatif atau disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah 
tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif 
adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan 
dari anggota tubuh yang berbuat. Sedangkan tindak pidana pasif adalah tindak 
pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya 
unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. 
e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak pidana 
terjadi seketika (aflopende delicten) dan tindak pidana terjadi dalam waktu 
lama atau berlangsung lama/berlangsung terus (voordurendedellicten). 
f. Berdassarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan 
tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang 
dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan 
III). Sedangkan, tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang terdapat 
diluar kodifikasi KUHP, misalnya tindak pidana korupsi (UU No. 30 Tahun 
2002), tindak pidana penyalahgunaan narkotika (UU No. 35 Tahun 2009). 
g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak 
pidana proria (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas 
pribadi tertentu). 
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h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan 
antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa 
adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap 
pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. 
Sedangkan tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan 
penuntutan apabila adanya pengaduan dari yang berhak, yakni korban atau 
wakilnya dalam perkara perdata atau keluarga korban. 
i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dibedakan antara 
tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana 
yang diperingan. 
j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak 
terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, 
seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak 
pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik dan lain-lain sebagainya. 
k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan 
antara tindak pidana tunggal dan tindak berangkai. Tindak pidana tunggal 
adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk 
dipandang selesainya tindak pidana dan dipidananya pelaku cukup dilakukan 
satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah 
berupa tindak pidana tunggal. Sedangkan tindak pidana berangkai adalah yang 
dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan 
dipidananya pelaku, diisyaratkan dilakukan secara berulang.26 
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2012), h 28 
 
23 
 
Adapun jenis-jenis tindak pidana pencurian disertai kekerasan dalam KUHP 
yaitu: 
a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). 
b. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan berkualifikasi (Pasal 
363 KUHP). 
c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP). 
d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP). 
e. Pencurian dengan penjatuhan pencabutan hak (Pasal 366 KUHP). 
f. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP). 
Pencurian menurut hukum berserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam pasal 
362 KUHP yaitu: 
 “Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik 
orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena 
pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak 
sembilan ratus rupiah”. 
Pencurian yang dirumuskan dalam pasal 363 KUHP diancam dengan 
hukuman penjara paling lama tujuh tahun, yaitu:
27
 
a. Pencurian hewan. 
b. Pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau 
gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan 
kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. 
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c. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan 
tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ 
tampa diketahui atau tampa dikehendaki oleh yang berhak. 
d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. 
e. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, untuk dapat 
mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak, 
memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, 
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 
Bila pencurian tersebut dalam huruf c disertai dengan salah satu huruf d dan e, 
maka perbuatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun. 
Terkait kasus pencurian dan atau perampokan hal itu tentunya juga telah 
menjadi ketetapan dalam aturan yang tertera dalam KUHP bahwa pencurian adalah 
salah satu tindak pidana yang wajib mendapatkan hukuman karena mengganggu dan 
mengambil hak orang lain.  
Sedangkan Pancurian disertai kekerasan diatur dalam pasal 363 KUHP yaitu: 
“Dengan penjelasan tentang hukuman itu diharapkan bahwa ada ketakutan 
dan keengganan yang muncul dari masyarakat terutama yang mempunyai keinginan 
untuk melakukan tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan. 
Pada hakikatnya bukan aturan yang ada yang menjadi penilaian tingkat 
keamanan suatu negara namun pengaruh itu juga muncul dari aspek lain seperti pada 
pola pikir masyarakat,  maka dari itu aturan yang berlaku harus diselaraskan dengan 
usaha pendidikan pada pola pikir masyarakat umum terkait pentingnya rasa 
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keamanan dalam bermasyarakat. Dengan begitu ada sinergitas yang kuat yang bisa 
saling mendukung masyarakat sebagai subjek dan juga objek aturan tersebut. 
B. Pengertian Pencurian Yang Dibarengi Kekerasan 
Pengertian umum mengenai pencurian adalah mengambil barang orang lain. 
Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan 
“pe” dan akhiran “an”. Arti kata curi adalah sumbunyi-sumbunyi atau diam-diam atau 
tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi 
atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu. Mencuri 
berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Orang 
yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Sedangkan 
pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri, 
menurut pasal 362 KUHP pencurian adalah: “Barang siapa mengambil barang 
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk 
dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilang ratus rupiah.28 
Sedangkan tindak pidana pencurian disertai kekerasan atau lazimnya dikenal 
dimasyarakat dengan istilah perampokan. Sebenarnya istilah antara pencurian disertai 
kekerasan dan perampokan dari segi redaksional kedua istilah tersebut berbeda 
namun mempunyai makna yang sama, misalnya kalau disebutkan pencurian disertai 
kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok. Tindak pidana 
pencurian disertai kekerasan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam 
pasal 365 KUHP, yang merumuskan sebagai berikut:  
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1.  Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang 
didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah 
pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan 
diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang 
dicuri. 
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: 
a. Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana 
penjara paling lama lima belas tahun. 
b. Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu 
tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka 
berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 
dan 3. 
Pada ayat pertama pasal 365 KUHP sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku 
tindak pidana pencurian adalah sembilan tahun penjara, apabila pencurian tersebut 
didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk 
mempersiapkan atau mempermudah pencurian. Pada ayat kedua sanksi yang 
dijatuhkan yaitu dua belas tahun penjara bila perbuatan pencurian dilakukan pada 
waktu malam dan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, 
di jalan umum atau didalam kereta api atau term yang sedang berjalan, dilakukan oleh 
dua orang atau lebih dengan bersekutu. Dilakukan dengan merusak atau dengan 
memakai anak kunci palsu, pakaian jabatan palsu dan perintah palsu serta kejahatan 
tersebut mengakibatkan luka-luka berat. 
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Dengan demikian maka yang diatur dalam pasal 365 KUHP sesungguhnya 
hanyalah satu kejahatan dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan 
pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang ataupun bukan 
merupakan suatu samenloop dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian 
kekerasan terhadap orang.Pencurian disertai kekerasan bukanlah merupakan 
gabungan dalam artian gabungan antara tindak pidana pencurian dengan tindak 
pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan 
keadaan yang berkualifikasi, maksudnya adalah kekerasan adalah suatu keadaan yang 
mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan. Dengan 
demikian unsur-unsurnya dikatakan sama dengan pasal 362 KUHP ditambahkan 
unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Adapun unsur-unsur tindak pidana 
pencurian disertai kekerasan pada pasal 365 KUHP ini sama dengan yang dipunyai 
oleh pasal 362 KUHP dengan tambahan unsur-unsur sebagai berikut: 
Pasal 365 ayat (1) KUHP  
1. Pencurian yang; 
2. Didahului atau disertai atau diikuti 
3. Kekerasan atau ancaman kekerasan  
4. Terhadap orang 
5. Dilakukan dengan maksud untuk; 
a. Mempersiapkan atau 
b. Mempermudah 
c. Dalam hal tertangkap tangan  
d. Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau peserta lain 
e. Untuk tetap menguasai barang yang dicuri. 
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Pasal 365 ayat (2)  
1. Unsur-unsurnya sama dengan ayat (1) di atas, hanya ditambahkan unsur; 
a. Waktu malam. 
b. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. 
c. Di jalan umum. 
d. Dalam kereta api yang sedang berjalan. 
e. Ditambah unsur subjek pelaku, dua orang atau lebih. 
f. Ditambah unsur membongkar, memanjat, memakai kunci palsu, perintah 
palsu, jabatan palsu. 
g. Unsur mengakibatkan luka berat pada korban.29 
Melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang dalam 
memenuhi kebutuhan hidup untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-
media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan 
pencurian dengan berbagai jenisnya yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup 
yang tidak tercukupi. Berbeda dengan perspektif islam, keadaan Indonesia yang lebih 
memperhatikan realitas yang ada dan tentunya dengan pengaruh keadaan yang ada 
sebelum kemerdekaan negeri ini keragaman agama bagi warga negara Indonesia yang 
mengisi seluruh nusantara ini menjadikan para penggagas negeri ini untuk 
mempertimbangkan pilihan lain dalam hal membuat peraturan yang mengatur seluruh 
masyarakat secara umum juga karena dengan alasan bahwa tidak ada diskriminasi 
terhadap pemeluk agama lain ketika aturan yang berlaku adalah aturan yang sah 
keluar dari majelis permusyawaratan rakyat dengan mengedepankan suara terbanyak 
dibandingkan aturan agama. 
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 Terkait kasus pencurian atau perampokan hal ini tentunya juga telah menjadi 
ketetapan dalam aturan yang tertera dalam KUHP bahwa pencurian adalah salah satu 
tindak pidana yang wajib mendapatkan hukuman kerena mengganggu dan mengambil 
hak orang lain. Dalam pasal 362 KUHP pencurian dinyatakan bahwa: “Barang siapa 
mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, dengan 
maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam dengan pencurian, dengan 
pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilang 
ratus rupiah.” 
 Dengan penjelasan tentang hukuman itu diharapkan bahwa ada ketakutan 
yang muncul dari masyarakat terutama yang mempunyai keinginan untuk melakukan 
tindak pidana pencurian dan juga sebagai aturan yang menjadi penjaga hak-hak 
masyarakat didalam kehidupan sosialnya. Pada hakikatnya bukan aturan yang ada 
yang menjadi penilaian tingkat keamanan suatu negara namun pengaruh itu juga 
muncul dari aspek lain seperti pada pola pikir masyarakat, maka dari itu aturan yang 
berlaku harus diselaraskan dengan usaha pendidikan pada pola pikir masyarakat 
umum terkait pentingnya rasa keamanan dalam masyarakat. Dengan begitu ada 
sinergitas yang kuat yang bisa saling mendukung masyarakat sebagai subjek dan 
objek aturan tersebut. 
C. Perbarengan Tindak Pidana 
Perbarengan tindak pidana (concursus) itu digunakan kepada seseorang yang 
melakukan beberapa peristiwa tindak pidana.Maksud dari tindak pidana perbarengan 
ini ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang 
mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana atau antara 
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tindak pidana pertama dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu 
putusan hakim. Seumpama, diantara kedua tindak pidana tersebut sudah diselesai 
dengan putusan hakim (dengan penjatuhan sanksi), maka perbuatan tindak pidana 
tersebut sudah tidak lagi disebut sebagai perbarengan tindak pidana, melainkan 
disebut sebagai residive. 
Dalam merumuskan sanksi pidananya, perbarengan tindak pidana ini 
menggunakan sistem penyerapan (absorbsi), artinya pelaku tindak pidana 
perbarengan akan dikenakan satu ancaman tindak pidana yang terdapat di satu pasal 
saja namun dipilih pasal yang terberat, bisa jadi malah ada pemberat sanksi pidana. 
Hal itu tergantung jenis perbarengan yang dilakukan oleh seseorang. Jenis-jenis 
perbarengan dalam KUHP ada tiga yakni perbarengan berlanjut, concursus ideal dan 
concursus realis. 
1. Perbarengan berlanjut 
Perbarengan berlanjut merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang 
dilakukan oleh seseorang, namun perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya 
belum pernah (diselingi) dengan putusan hakim yang mengikat. Perbarengan 
berlanjut ini berdasarkan pada Pasal 64 ayat (1) KUHP: “Jika antara beberapa 
perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada 
hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan 
berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana jika berbeda-beda, yang 
diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”. 
Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut itu belum begitu 
jelas terkait dengan rumusannya dalam undang-undang. Hal itu dikemukakan oleh 
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ahli hukum Lamintang dia mengungkapkan “Undang-undang tidak menjelaskan lebih 
lanjut mengenai perkataan beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang 
demikian rupa. Hubungan ini dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya 
karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa 
perbuatan itu dan sebagainya”. 
Ada beberapa petunjuk untuk bisa mengetahui perbuatan tersebut adalah 
perbuatan berlanjut. Hal ini diuraikan dalam MvT (Memorie van Toelichting) ada tiga 
petunjuk yang bisa dijadikan rujukan, di antaranya: 
a) Harus ada satu keputusan kehendak,  
b) Masing-masing perbuatan harus sejenis, dan 
c) Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama. 
Dalam pemberian sanksi pidananya itu menggunakan sistem absorbsi, 
maksudnya hanya dikenakan satu aturan pidana terberat dan bilamana berbeda-beda 
maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat. 
2. Concursus idealis 
Concursus idealis ini adalah dalam satu tindak pidana terjadi dua atau lebih 
tindak pidana. Concursus idealis ini diatur dalam Pasal 63. Dalam Pasal 1 dikatakan: 
“Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang 
dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu jika berbeda-beda, yang 
dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”. 
Concursus Idealis bisa dikenakan kepada seseorang apabila orang tersebut 
melakukan satu tindak pidana tetapi dengan melakukan satu tindak pidana itu ia 
memenuhi rumusan dari beberapa ketentuan pidana (perbarengan peraturan). Salah 
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satu contonya adalah tindak pidana pemerkosaan di muka umum, selain melanggar 
pasal 285 sekaligus juga pelanggaran pasal 281 tentang kesusilaan. 
Akan tetapi dalam concursus idealis ini tidak berlaku bagi perbuatan pidana 
yang sudah diatur khusus dalam aturan lainnya. Dengan adanya aturan khusus 
tersebut maka akan mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum (lex 
specialis derogat legi generali). Hal ini tertuang dalam Pasal 63 ayat 2 yang berbunyi 
“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula 
dalam aturan pidana yang khusus maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. 
3. Concursus realis 
Seseorang yang melakukan beberapa perbuatan tindak pidana sedangkan 
masing-masing perbuatannya itu berdiri sendiri atau hubungan delik yang satu 
dengan lainnya itu berdiri sendiri-sendiri begitulah yang dimaksud dengan concursus 
realis. Dalam concursus realis ini diatur dalam pasal 65 sampai dengan Pasal 71 
KUHP. 
Concursus realis ini dalam pemberian sanksi pidananya itu berbeda-beda. 
Utrecht memberikan pembedaan mengenai pemberian sistem pidana yang diberikan 
kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana yang masuk dalam kategori 
concursus realis.
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D. Pandangan Islam Tentang 
1. Pencurian 
Pencurian dalam perspektif hukum Islam yaitu pencurian (sariqah) adalah 
mengambil harta milik seseorang dengan sumbunyi-sembunyi dan tipu daya. 
Sementara itu, secara terminologis pencurian (sariqah) adalah mengambil harta orang 
lain denga sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya. Abdul Qadir sudah 
menjelaskan bahwa perbedaan pencurian kecil dan pencurian besar adalah pada 
proses pengambilan harta kekayaan yang tidak disadari oleh korban dan dilakukan 
tanpa seizinnya. 
Jika ada seseorang yang mencuri harta benda dengan disaksikan oleh pemilik dari 
pencuri dalam aksinya tidak menggunakan kekerasan, kasus seperti ini tidak termasuk 
dalam jenis pencurian kecil, tetapi pencopetan. Demikian juga seseorang yang 
merampas harta orang lain, tidak termasuk ke dalam jenis pencurian kecil, tetapi 
penjambretan atau perampasan. Baik pencopetan, perampasan, maupun 
penjambretan, semuanya termasuk ke dalam lingkup pencurian. 
Al-Qur‟an melarang keras melakukan tidak pidana pencurian serta menegaskan 
ancaman hukumannya secara terperinci dan berat atas orang yang melakukan 
kejahatan tersebut. Allah SWT berfirman dalam Qs. Al-Maidah: 5/38 yang berbunyi: 
                              
       
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Terjemahannya: 
Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan 
keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai 
siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa, maha bijaksana”31 
Dalam ayat ini, Allah menyatakan bahwa laki-laki pencuri dan perempuan 
pencuri harus dipotong tangan keduanya. Sedangkan Al-Qurthubi berkata bahwa 
sejak zaman jahiliyah seorang pencuri telah diancam dengan hukuman potong tangan. 
Orang pertama yang memberi keputusan hukuman ini adalah Al-Walid bin Al-
Mughirah, kemudian Allah memerintahkan untuk memberlakukan hukuman potong 
tangan ini dalam Islam. Laki-laki pencuri pertama yang tangannya dipotong oleh 
Rasulullah adalah Al-Khiyar bin Adi bin Naufal  bin Abdi Manaf, sedangkan 
perempuan pencuri pertama yang dihukum potong tangan adalah Murrah binti Sufyan 
bin Abdil Asad dari bani Mahzum. Abu Bakar juga pernah memotong tangan kanang 
seorang pencuri kalung dan Umar menghukum potong tangan atas Ibnu Samurah, 
saudarah Ibnu Rahman bin Samurah. Sepintas ayat ini bersifat umum karena setiap 
pencuri harus dipotong tangan. Akan tetapi, ternyata tidak demikian sebab Rasulullah 
bersabda “Tangan pencuri tidak dipotong kecuali mencuri seharga seperempat dinar 
atau lebih” (HR. Muttafaq Alaih). Dengan demikian, jelaslah bahwa hukuman ini 
hanya berlaku pada pencuri yang mencuri seperempat dinar atau lebih. Inilah 
pendapat Umar Bin Abdul Aziz, Al-Laits, Al-Syafi‟I, dan Abu Tsaur. Iman Malik 
berkata, “Tangan pencuri juga dipotong karena mencuri seperempat dinar atau tiga 
dirham. Namun, kalau pelaku mencuri dua dirham yang kerena selisih nilai tukar 
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menjadi setara dengan seperempat dinar, tangan pencuri tersebut tidak boleh 
dipotong.
32
 
Selain dasar hukum yang bersumber dari  Al-qur‟an yang diungkapkan diatas, 
juga dapat dilihat hadis Nabi Muhammad saw yang artinya: 
“Diriwatkan dari Sayyiditina ra. Katanya: “Sesungguhnya kaum Quraisy merasa 
bingung dengan masalah seorang wanita dari kabilah Makhzumiah yang telah 
mencuri”. Mereka berkata: “Siapakah yang akan memberi tahu masalah ini kepada 
Rasulullah saw.?” dengan serentak mereka menjawab: “Kami rasa hanya Usamah 
saja yang berani memberi tahunya, karena dia adalah kekasih Rasulullah saw. Maka 
Usamah pun pergi untuk memberi tahu kepada Rasulullah saw., lalu Rasulullah saw. 
Bersabda: “Jadi maksud kamu semua ialah untuk memohon syafaat terhadap salah 
satu dari hukum Allah?”. Kemudian baginda berdiri dan menjawab: “Wahai manusia! 
Sesungguhnya yang menyebabkan binasa umat-umat sebelum kamu ialah, apabila 
ada yang mendapati ada orang  mulia yang mencuri, mereka membiarkannya. Akan 
tetapi apabila mereka dapati orang lemah diantara mereka yang mencuri, mereka akan 
menjatuhkan hukuman keatasnya. Dari Allah, sekiranya Sayyidatina Fatimah binti 
Muhammad yang mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya”.33 
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Begitu juga dengan hadits yang diriwatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi: 
 َقَرَس ْدَق ٍِقراَسِب َتُِا ص ِللها َلْوُسَر ََّنا ََةر ْيَرُى ِبَِا ْنَع َلاَق َف .َقَرَس ْدَق اَذى َّنِا ،ِللها َلْوُسَر َاي :اْوُلاَق َف ًةَلَْشَ
 َُّثُ ُهْوَُعطْقَاف ِِوب اْو ُبَىْذِا :َلَاق .ِللها َلْوُسَر َاي ىَل َب :ُِقراَّسلا َلاَق َف ؟َقَرَس ُُولاَخِا اَم :ص ِللها ُلْوُسَر َُّثُ ُهْوُمِس َْ ا 
 ِب َتَُِاف َعِطُق َف ِِوب ِنِْو ُت ْئانىطقرادلا .َكْيَلَع ُللها َبَات :َلاَق َف .ِللها َلَِا ُتْب ُت ْدَق :َلَاق .ِللها َلَِا ْبُت :َلاَق َف .ِو  
Artinya: 
Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa pernah dihadapkan kepada Rasulullah SAW 
seorang pencuri yang mencuri jubah, lalu mereka (para shahabat) berkata, “Ya 
Rasulullah, sesungguhnya orang ini telah mencuri”. Kemudian Rasulullah SAW 
bersabda, “Aku tidak menyangka bahwa dia mencuri”. Si pencuri itu menjawab, 
“Betul ya Rasulullah, saya telah mencuri”. Maka Rasulullah SAW bersabda, 
“(Jika begitu) bawalah dia pergi dan potonglah tangannya lalu obatilah dia setelah 
itu bawalah dia kemari”. Kemudian ia dipotong (tangannya) lalu dibawa kepada 
Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Bertaubatlah kamu kepada 
Allah”. Pencuri itupun lalu menyatakan, “Sungguh aku telah bertaubat kepada 
Allah”. Lalu Rasulullah SAW berdoa, “Semoga Allah menerima taubatmu”. (HR 
Daruquthni)
34
 
 Adapun syarat hukum potong tangan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw dan 
sahabat-sahabat beliau: 
a. Pencuri tersebut sudah balig, berakal, dan melakukan pencurian itu dengan 
kehendaknya. Anak-anak, orang gila, dan orang yang dipaksa orang lain tidak 
dipotong tangannya. 
b. Barang yang dicuri itu sedikitnya sampai satu nisab atau 93,6 gram emas dan 
barang itu diambil dari tempat penyimpanannya. Barang itu pun bukan 
kepunyaan pencuri dan tidak ada jalan yang menyatakan bahwa ia berhak atas 
barang itu. 
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Oleh karena itu, orang yang mencuri harta bapaknya tidaklah dipotong 
tangannya begitu juga sebaliknya. Demikian pula bila salah seorang suami istri 
mencuri harta yang lain, orang miskin yang mencuri dari baitul mal, dan sebagainya, 
tidak dipotong.
35
 
Mencuri adalah mengambil harta dari pemiliknya atau wakilnya dengan cara 
sembunyi-sembunyi. Pencuri wajib dikenai had potong tangan. Syaratnya, barang 
yang dicuri mencapai nisab, harta tersebut diambil dari tempat penyimpanan, dan 
harta tersebut bukan harta yang syubhat. Baik itu diambil pada saat malam ataupun 
siang.Di tempat pemukiman maupun tempat umum.Hal itu berlaku juga tempat 
tersembunyi, maupun tempat terbuka, membawa senjata atau tidak. Semua orang 
yang mengambil harta dari tempat penyimpanan dianggap sebagai pencuri. Meskipun 
demikian seorang pencuri tidak akan dipotong tangannya kecuali syarat-syarat 
syar‟iyyah yang tercantum dalam nash-nash syara‟ telah terpenuhi.36 Tidak wajib 
diberlakukan hukum potong tangan, kecuali dengan tujuh syarat yaitu: 
a. Perbuatannya termasuk kedalam defenisi pencurian. Penghianat (terhadap harta) 
tidak dipotong tangannya, berdasarkan sabda Nabi saw, “Bagi penipu dan 
perampas tidak dikenai potong tangan.” (HR. Ahmad dan Tirmizy). 
Sedangkan perampokan adalah sejenis dengan perampasan. Biasanya didahului 
dengan intimidasi sebelum melakukan perampasan. 
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b. Harta yang dicuri mencapai nisab. 
Hadist Riwayat Aisyah ra “Ia berkata tangan pencuri tidak dipotong kecuali 
mencuri ¼ dinar atau lebih” (Shahih Muslim No. 3189). 
Nisab potong tangan sebesar ¼ dinar emas atau lebih, setara dengan 1.0625 gram 
emas (Rp. 557.500). Sebab 1 dinar emas syar‟I setara dengan 4,25 gram emas 
(Rp. 2.310.000). Hal itu menunjukkan bahwa 1 nishab sama dengan ¼ dinar. 
Kadar itu bisa dikonversikan kedalam perak, atau uang kertas. Oleh karena itu 
harta yang dicuri ditetapkan berdasarkan standar tersebut. 
3. Harta yang dicuri berupa harta yang terjaga, yaitu yang diizinkan oleh Allah 
untuk dimiliki. Apabila seorang mencuri bukan berupa harta, tetapi sesuatu yang 
dianggap sebagai harta, maka ia tidak dipotong tangannya. Seperti pencuri 
khamar, maka terhadap pencurinya tidak dipotong tangannya, karena itu bukan 
termasuk harta yang terjaga. 
4. Mencuri dan mengeluarkannya dari tempat penyimpanan. Jika seseorang 
mendapat pintu dalam keadaan terbuka atau tempat penyimpanannya terkuak, 
maka ia tidak dipotong tangannya. Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Amru 
bin  Syuaib dari bapaknya, dari kakeknya berkata, “Aku mendengar seseorang 
dari suku madinah bertanya kepada Rasulullah saw tentang kambing yang dicuri 
dari tempat gembalanya. Rasulullah saw bersabda “Dalam hal itu, diganti dua kali 
harganya dan dipikul sebagai balasan (tanggungan) baginya, sedangkan yang 
dicuri dari kandangnya, maka pencuri itu dipotong tangannya jika dinilai setara 
dengan sebuah perisai” (HR. Ibnumajah No. 2576). 
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Hadits ini menunjukkan bahwa tempat penyimpanan sebagai salah satu syarat 
dijatuhkannya hukum potong tangan. Apabila ternak diambil dari tempat 
pengembalaan, maka pencurian semacam ini tidak dikenai potong tangan karena 
ternak itu tidak diambil dari tempat penyimpananya. 
5. Harta yang dicuri bukan harta syubhat ditinjau dari sisi bahwa seseorang memiliki 
hak terhadap barang tersebut, atau ia berhak mengambil barang tersebut. Itu 
sebabnya pencuri tidak akan dikenakan hukum potong tangan apabila ia mencuri 
harta bapaknya atau harta anaknya atau harta yang ia juga berserikat. Ini 
didasarkan pada sabda Rasulullah saw “Sesungguhnya yang paling baik adalah 
apa yang dimakan seorang laki-laki dari usahanya, dan anaknya termasuk 
usahanya.” (HR Ibnumajah, No. 2292, dinilai sahih oleh Al-Albani). 
Demikian juga, pencuri tidak dikenai potong tangan bila harta yang diambilnya 
berasal dari baitul mal. Harta milik umum seperti minyak tanah, atau harta yang 
kemudian menjadi milik umum, karena ia merupakan bagian dari energi yang 
sangat dibutuhkan seperti listrik dan air. Jika harta tersebut dicuri, maka 
pencurinya tidak akan dikenai sanksi potong tangan melainkan hanya dijatuhi 
takzir. Karena masih ada syubhat kepemilikan dalam harta tersebut. Setiap harta 
yang masih mengandung syubhat kepemilikan apabila dicuri maka pencurinya 
tidak dikenakan sanksi potong tangan.Sebab hudud bertolak dengan adanya 
syubhat. 
6. Pencurinya telah baliqh, berakal, dan terikat dengan hukum-hukum islam, baik 
muslim maupun ahlu dzimmy. Ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw: 
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“Diangkat pena dari tiga orang yaitu orang yang tidur sampai ia bangun, anak-
anak hingga baliqh dan orang gila sampai ia sembuh” (HR. Abu Dawud, No. 
4403, dishahikan oleh Al-Albany dalam shahih Abu dawud). Kata “diangkat 
pena” maksudnya adalah mereka bukanlah mukallaf secara syar‟i. 
7. Ditetapkan berdasarkan pengakuan pencuri atau dengan saksi yang adil. 
Pengakuan harus dinyatakan dengan pernyataan. Atrinya pencuri harus mengakui 
barang yang telah dicurinya, karena adanya kemungkinan ia mencuri barang yang 
tidak dikenai had potong tangan. 
Dari beberapa ketentuan diatas, maka sangat jelas bahwa dalam pemerintahan 
islam, perbuatan pidana seperti pencurian sangat diperhatikan dan merupakan 
kewajiban negara untuk menerapkan syariah dalam hal pencurian tersebut. Dan 
sebagai bentuk dari konsekuensi akidah yang melahirkan sebuah aturan dalam 
kehidupan, pemberian hukuman potong tangan terhadap pencuri yang memenuhi 
syarat dikenakan potong tangan yang merupakan jawabir atau penebus dosa 
pelaku dan zwajir atau pencegahan bagi orang-orang yang hendak melakukan 
pencurian tersebut. 
Dalam aturan Islam, bagi negara diwajibkan menjaga masyarakatnya dengan 
Islam sebagai suatu aturan pokok dalam kehidupan, hal itu pula yang akan 
membawa masyarakat menuju masyarakat yang aman dan tentram serta bertaqwa 
kepada Allah swt. 
2. Kekerasan  
Dalam pandangan ajaran agama islam bahwa yang dimaksud dengan 
kekerasan adalah perbuatan yang bersifat memaksa dalam arti kata memaksakan 
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kehendak dengan cara memerintah ataupun permohonan yang harus dilaksanakan 
atau wajib untuk dilaksanakandan apabila perintah itu tidak dilaksanakan maka 
ada konsekuensi atau tindakan-tindakan yang berupa kekerasan. Agama islam 
tidak membolehkan atau mengharamkan tindakan kekerasan walaupun tindakan 
kekerasan itu dilakukan secara psikis sekalipun.
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 Sebagaimana yang dijelaskan 
dalam Qs. An-Nahl: 16/125, yang artinya : 
                       
                        
 
Terjemahannya: 
Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang 
baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu 
dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 
dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
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Pencurian yang dibarengi dengan kekerasan terdapat juga dalam Qs. Al-Maidah: 
5/33 yan berbunyi sebagai berikut: 
                           
                          
                             
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Terjemahannya: 
Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-nya dan membuat 
kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki 
mereka secara silang, atau diasingkan dai tempat kediamannya yang demikian itu 
kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.39 
Ayat diatas menerangkan bahwa sesunggunya pembalasan yang adil dan 
setimpal terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya yang berkeliaran 
membuat kerusakan dibumi yaitu melakukan pembunuhan, perampokan, pencurian 
dengan menakut-nakuti masyarakat. Hanyalah mereka dibunuh jika mereka 
membunuh tanpa mengambil harta atau disalib setelah dibunuh jika mereka 
merampok dan membunuh atau dipotong tangan kanan dan kaki kiri mereka dengan 
cara bertimbal balik jika mereka merampas harta tanpa membunuh atau dibuang dari 
negeri tempat kediamannya yakni dipenjarakan jika mereka tidak merampok harta 
dan hanyalah menakut-nakuti masyarakat. Hukuman itu dilaksanakan agar menjadi 
pelajaran bagi yang lain sekaligus menentramkan masyarakat umum bahwa penjahat 
telah tiada.  
E. Teori Pertanggung Jawaban Pidana 
Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diseluruh dunia pada 
umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab. Yang diatur ialah 
kebalikannya, yaitu ketidak mampuan bertanggung jawab, seperti pasal 44 KUHP 
Indonesia yang masih memakai rumusan pasal 37 lid 1 W.v.S Nederland 1886 yang 
berbunyi: “Tidak dapat di pidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu 
peristiwa yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya sebab kekurangan 
sempurnaan atau gangguan sakit kemampuan akalnya”. 
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Berkenaan dengan hal tersebut, oleh karena itu dalam hal pertanggung 
jawaban pidana adalah mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya 
yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Selanjutnya 
Chairul Huda menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana karenanya 
menyangkut proses peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada 
pembuatannya. Mempertanggung jawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah 
meneruskan celaan yang sama objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif 
terhadap pembuatnya. 
Berbicara tentang pertanggung jawaban pidana maka tidak dapat dilepaskan 
dengan tindak pidana. Walaupun didalam pengertian tindak pidana tidak termasuk 
masalah pertanggung jawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk pada 
dilarangnya suatu perbuatan. 
Masalah pertanggung jawaban pidana didalam doktrin dikenal dengan 
indeterminisme dan determinisme. Persoalan ini muncul sebagai akibat pertentangan 
pendapat antara aliran klasik dan neo klasik dengan aliran modern. Aliran klasik 
mengutamakan kebebasan individu dengan konsekuensi diterimanya kehendak bebas 
dari individu. Pendirian mengenai kebebasan individu ini diragukan oleh aliran 
modern yang membuktikan melalui psikologi dan psikeptri bahwa tidak semua 
perbuatan manusia itu dapat dipertanggung jawabkan padanya, misalnya pada orang 
gila. Malahan Bonger yang mengikuti aliran lingkungan menyatakan, sebenarnya 
manusia itu ditentukan oleh lingkungan disekitarnya. Aliran klasik menganut paham 
inderminisme mengatakan, manusia itu dapat menentukan kehendaknya dengan bebas 
meskipun sedikit banyak juga ada faktor lain yang mempengaruhi penentuan 
kehendaknya, yaitu keadaan pribadi dan lingkungannya, tetapi pada dasarnya 
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manusia mempunyai kehendak yang bebas. Sebaliknya aliran modern menganut 
paham determinisme dan menyatakan bahwa manusia sama sekali tidak dapat 
menentukan kehendaknya secara bebas. Kehendak manusia untuk melakukan sesuatu 
ditentukan oleh beberapa faktor antara lain yang terpenting adalah faktor lingkungan 
dan pribadi. Dalam menentukan kehendaknya manusia tunduk pada sebab akibat 
yaitu faktor-faktor penyebab yang berada diluar kekuasaan manusia. Faktor 
pribadipun tunduk pada faktor keturunan dan selanjutnya didalam hidupnya faktor 
lingkungan memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, secara ekstrim 
beberapa ahli penganut aliran determinisme tidak mengakui “kesalahan” karena 
manusia itu tidak boleh dihukum. Sudarto menengahinya dengan kompromi dan 
mengatakan bahwa dalam hal paham determinisme, walaupun manusia tidak 
mempunyai tindak pidana tidak dapat dipertanggung jawabkan, ia masih dapat 
dipertanggung jawabkan dan menerima reaksi untuk perbuatan yang dilakukannya, 
tetapi reaksi itu berwujud tindakan untuk ketertiban masyarakat dan bukannya pidana 
dalam arti penderitaan sebagai sebuah kesalahannya.
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F. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian 
Pencurian biasa adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang 
berbunyi sebagai berikut :
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“Barang siapa mengambil suatu barang yang sama ssekali atau sebagian 
termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan 
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melawan hak dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 
lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah. 
1. ini adalah pencuruian biasa, elemen-elemennya sebagai berikut: 
a. Perbuatan mengambil 
b. Yang diambil harus suatu barang 
c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain 
d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu 
dengan melawan hukum (melawan hak). 
2. Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pencuri mengambil barang itu, barang 
tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Apa bila waktu memiliki itu barangnya 
sudah ada ditangannya, maka perbuatan itu bukan pencurian tetapi penggelapan 
(Pasal 372 KUHP). 
3. Sesuatu barang, segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia 
tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian 
barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi 
dialirkan di kawat atau di pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai nilai ekonomis. 
Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-
kenangan) tidak dengan izin wanita itu masuk pencurian meskipun dua helai 
rambut tidak ada harganya. 
4. Barang itu seluruhnya atau sebagian dari kepunyaan orang lain. Sebagian 
kepunyaan orang lain misalnya, si A dan B membeli sepeda, maka sepada itu 
kepunyaan A dan B disimpan dirumah A kemudian dicuri oleh B atau A dan B 
menerima barang warisan dari C disimpan dirumah A kemudian dicuri oleh B. 
Suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian, 
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misalnya binatang liar yang hidup dialam, barang-barang yang sudah dibuang 
oleh yang punya dan sebagainya. 
5. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. 
Orang karena keliruh mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. 
Seseorang menemui barang dijalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil 
itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu masuk pencurian. Jika waktu 
mengambil barang itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan kepada polisi. 
Akan tetapi serentak datang dirumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak 
diserahkan kepada polisi) ia salah menggelapkan (Pasal 372 KUHP) karena waktu 
barang itu dimilikinya sudah berada ditangannya. 
Pencurian disertai kekerasan adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 365 
KUHP, yangberbunyi sebagai berikut :
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1. Dengan hukuman selama-lamanya adalah sembilan tahun dihukum pencurian 
yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu 
atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya 
sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan 
diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. 
2. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan, apabila: 
a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari didalam sebuah rumah 
atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau dijalan umum atau 
dijalan kereta api atau trem yang sedang berjalan. 
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b. Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama atau lebih. 
c. Jika sitersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan 
membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah 
palsu atau pakaian jabatan palsu. 
d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat. 
3. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena 
perbuatan itu ada orang mati. 
4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara 
selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada 
orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama 
atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan oleh nomor satu 
dan tiga diatas. 
a. Ini adalah pencurian disertai kekerasan. Tentang kekerasan, lihat pasal 89. 
Disini termasuk pula mengikat orang yang punya rumah, menutup didalam 
kamar dan sebagainya. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus 
dilakukan pada orang bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya 
bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan asal maksudnya untuk 
menyiapkan atau memudahkan pencurian itu dan jika tertangkap tangan 
supaya ada kesempatan bagi dirinya atau supaya barang yang dicuri itu tetap 
ada ditangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini 
karena kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang. 
b. Ancaman hukuman diperberat, jika pencurian dengan kekerasan ini disertai 
dengan salah satu dari syarat-syarat tersebut pada sub satu sampai empat 
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tentang rumah pekarangan tertutup, membongkar, memanjat, perintah palsu 
dan pakian palsu. 
c. Jika pencurian dengan kekerasan ituberakibat mati orang maka ancaman 
hukumannya diperberat. Kematian disini bukan dimaksudkan oleh si pembuat 
apabila kematian itu dimaksud (diniat) oleh si pembuat maka dia dikenakan 
pasal 339. 
d. Bandingakan dengan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP) dengan 
pemerasan (Pasal 368 KUHP). Jika karena kena kekerasan atau ancaman 
kekerasan itu si pemilik barang menyerah lalu memberikan barangnya kepada 
orang yang mengancam maka hal itu masuk pemerasan (Pasal 368 KUHP), 
akan tetapi apabila si pemilik dengan adanya kekerasan atau ancaman tersebut 
tetap tidak menyerah dan kemudian pencuri mengambil barangnya maka ini 
masuk pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP).
43
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BAB III 
METODELOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan lokasi penelitian 
1. Jenis penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan, yaitu jenis 
penelitian yang menggambarkan objek yang dibicarakan yaitu pelaku 
pencurian disertai kekerasan. 
2. Lokasi penelitian 
Penelitian ini mengambil lokasi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri 
Makassar dengan pertimbangan bahwa objek kasus yang dijadikan kasus 
analisis terjadi di Pengadilan Negeri Makassar yaitu pencurian disertai 
kekerasan. 
B. Pendekatan penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis yaitu suatu metode 
atau cara yang digunakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan pendekatan yang meninjau dan menganalisa mesalah dengan 
menggunakan prinsip-prinsip dan berdasarkan data kepustakaan melalui library 
research. 
C. Metode pengumpulan data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian lapangan di Pengadilan 
Negeri Makassar dengan pengumpulan data primer dan data sekunder. Data 
primer ialah data yang diperoleh dari field research atau penelitian lapangan atau 
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cara interview yaitu kegiatan langsung kelapangan dengan mengadakan 
wawancara dan tanya jawab dengan informan penelitian untuk memperoleh 
keterangan yang lebih jelas mengenai pencurian disertai kekerasan. Sedangkan 
data sekunder ialah data yang diperoleh melalui library research atau 
kepustakaan.Dengan ini, penulis berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan 
dan buku-buku dan peraturan perundang-undangan serta publikasi lainnya. 
1. Jenis data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data kualitatif yaitu suatu jenis 
data yang mengkategorikan data secara tertulis untuk mendapatkan data yang 
lebih mendalam dan lebih bermakna. 
2. Sumber data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data 
sekunder.Data primer yaitu, data yang diperoleh secara langsung dari sumber 
asli dan data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau 
kelompok. Sedangkan data sekunder yaitu, data yang diperoleh secara tidak 
langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan 
yaitu bersumber pada buku-buku literatur, dokumen, peraturan perundang-
undangan, dan arsip penelitian yang berkaitan dengan objek atau materi 
penelitian. 
3. Teknik pengumpulan data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan 
wawancara, atau observasi dan dokumentasi serta triangulasi. 
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a) Wawancara, yang merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk 
bertukar informasi dan ide melalui proses tanya jawab sehingga dapat 
dikonstruksikan makna dalam topik tertentu. 
b) Observasi adalah suatu proses yang kompleks yang tersusun dari berbagai 
proses biologis dan psikologis melalui pengamatan dan panca indra. 
c) Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat 
dokumen-dokumen seperti tulisan-tulisan (peraturan dan kebijakan), 
gambar atau foto.  
d) Triangulasi (gabungan) merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat 
menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 
yang telah ada. 
D. Prosedur penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan prosedur penelitian sebagai 
kegiatan penelitian yang dimulai dengan memperoleh izin penelitian dari Fakultas 
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, kemudian surat 
tersebut diteruskan ke kantor pengadilan negeri sesuai lokasi penelitian. 
E. Instrument penelitian 
Instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 
fenomena alam maupun sosial yang diamati.Adapun alat-alat yang digunakan dalam 
penelitian ini yang pertama yaitu, pedoman wawancara yang merupakan alat yang 
digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh 
informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.Kedua, buku catatan dan alat 
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tulis yang berfungsi mencatat semua percakapan dengan sumber data.Ketiga, tape 
recorder berfungsi untuk merekam semua percakapan atau perbincangan dengan 
informan. 
F. Teknik pengolahan dan Analisis data 
Dalam penelitian ini menggunakan metode pengolahan dan analisis data 
dengan cara deskriptif kualitatif yaitu membandingkan data primer dengan data 
sekunder, lalu diklarifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis 
sehingga diperoleh suatu pengetahuan. Langkah-langkah analisis data sebagai 
berikut: 
1. Mengorganisasi data, baik data yang diperoleh dari rekaman maupun data 
tertulis. 
2. Proses data dengan cara memilah-milah data, sebagai berikut: 
a) Koding Data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam penelitian, 
kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal bahasan 
masalah dengan cara memberi kode-kode tertentu pada data tersebut. 
b) Editing Data adalah pemeriksaan data hasi penelitian yang bertujuan untuk 
mengetahui relevasi dan kesahihan data yang akan dideskripsikan dalam 
menemukan jawaban permasalahan. 
3. Interpretasi data dengan cara menerjemahkan atau menafsirkan data yang 
sebelumnya telah dikategorikan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pencurian 
Disertai Kekerasan. 
1. Faktor Ekonomi 
Materialisme atau aspirasi untuk mengumpulkan kekayaan merupakansebuah 
orientasi yang mengutamakan hal-hal fisik dalam kehidupan. Orangyang hidupnya 
berorientasi materi akan menjadikan banyaknya jumlah uangyang bisa dikumpulkan 
dan kepemilikan materi yang dapat mereka milikidijadikan sebagai tolak ukur 
keberhasilan hidup.Aspirasi materi menghendaki seseorang memiliki nilai yang lebih 
baik dalam kemampuan-kemampuan tertentu, sementara di sisi lain mereka 
tidakmemiliki kemampuan untuk memenuhi hal tersebut. Salah satu jalankeluarnya 
adalah dengan melakukan kejahatan pencurian. 
2. Faktor Lingkungan 
Dalam kehidupan keseharian seseorang tidak akan terlepas darilingkungan 
yang ada disekitarnya. Dimana adanya ambisi-ambisi yang besarpada diri seseorang, 
mengingat rasa ingin memiliki seseorang yang cukup tinggi dari orang dewasa secara 
umumnya, melihat orang-orang sebayanyayang memiliki suatu barang yang cukup 
mahal memunculkan rasa inginmemiliki barang itu juga, padahal mereka atau kalau 
mereka tidakmampu untuk memilikinya sehingga dengan ambisi orang tersebut 
merekakemudian mencari cara untuk mendapatkan uang atau barang tersebutdengan 
cara yang salah yaitu dengan mencuri uang atau barang tersebut.Ada juga 
permasalahan lingkungan lain seperti pergaulan yang salah,seseorang yang awalnya 
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berperilaku baik bergaul dilingkunganyang salah yangakhirnya mengakibatkan 
mereka terjerumus dalam kejahatan khususnya kejahatan pencurian. Mereka 
melakukan kejahatan ini hanya sekedar ikut-ikutanatau juga untuk bersenang-senang 
menikmati hasil dari apa yangmereka curi. Misalnya mabuk-mabukan, obat-obatan 
dan sebagainya.Faktor lingkungan ini yang mendominasidaripada faktor-faktor lain 
penyebab seseorang melakukan kejahatan pencuriandisertai kekerasan.Mereka 
awalnya adalah orangyang baik, tetapi sejak mereka tinggal dilingkungan yang 
pergaulannya salahmereka akhirnya ikut melakukan kejahatan yang seperti dilakukan 
oleh orangdilingkungan yang salah tersebut, terutama kejahatan pencurian 
disertaikekerasan. 
3. Rendahnya Tingkat Pendidikan 
Rendahnya tingkat pendidikan seseorang juga menjadi salah satu faktor 
penyebab terjadinya kejahatan pencurian disertai kekerasan. Melihattingkat 
pendidikan yang rendah bahkan sampai tidak bersekolah akanmempengaruhi sikap 
dan perilaku seseorang. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian 
disertaikekerasan antara lain: 
a. Faktor lingkungan yang sangat kurang baik bagi seseorang apalagi bila 
dilingkungan tersebut sering terjadi kejahatan maka orangakan belajardan 
mengikuti apa yang didapatkan di lingkungan tersebut. Faktorinilah yang 
paling berpengaruh sehingga seseorang melakukan suatu tindakkejahatan. 
b. Faktor ekonomi yakni faktor ketidakmampuan untuk memenuhikebutuhan 
hidup seseorang, maka orang tersebut melakukan kejahatanpencurian untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. 
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c. Factor kepedulian keluarga yang kurang. 
Sedangkan menurut Hakim Pengadilan Negeri Makassar Teguh Sri Rahardjo, 
Selaku hakim III (wawancara 18 agustus 2017) menjelaskan bahwa faktor-faktor 
penyebabterjadinya kejahatan pencurian disertai kekerasan yang sering terjadi di 
Makassar adalah: 
1. Faktor lingkungan yang paling tinggi dalam permasalahan ini, jika 
adaseseorang yang tinggal dilingkungan sosial yang buruk maka bisa saja 
sifatorang menjadi buruk, misalnya saja ikut-ikutan dalam 
melakukankejahatan. 
2. Faktor kepedulian keluarga yang sangat kurang, yang mengakibatkanakhlak 
seseorang juga menjadi buruk. 
3. Faktor ekonomi, banyaknya orang yang putus sekolah karena 
ketidakmampuan dalam memenuhi finansial mengakibatkan moral 
merekamenjadi kurang baik dan pemenuhan kebutuhan hidup pun ingin 
lebihinstan sehingga mereka rentan melakukan tindak kejahatan. 
4. Faktor karena pergaulan yang salah. 
5. Sering minum-minuman beralkoho (miras), dan 
6. Narkoba, yang juga dapat memicu terjadinya tindak pidana terutama 
pencurian disertai kekerasan. 
Adapun data perkara yang penulis peroleh dari hasil penelitian di Pengadilan 
Negeri Makassar mengenai kasus tindak pidana pencurian disertai kekerasan dari 
tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut: 
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NO. TAHUN JUMLAH KASUS KET. 
1 2012 35 PUTUS 
2 2013 28 PUTUS 
3 2014 24 PUTUS 
4 2015 99 PUTUS 
5 2016 117 PUTUS 
JUMLAH 303 PUTUS 
 
 Dari data table diatas menunjukkan bahwa angka terjadinya tindak pidana 
pencurian disertai kekerasan dari tahun 2012 sampai 2014 mengalami penurunan 
jumlah angka kejadian dan barulah di tahun 2015 mengalami peningkatan yang 
drastis hingga mencapai 99 kasus lanjut di tahun 2016 terus mengalami peningkatan 
hingga mencapai 117 kasus. Ini berarti tindak pidana pencurian disertai kekerasan 
yang terjadi dilingkungan kota Makassar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan 
yang memprihatinkan. Pasalnya, para pelaku kejahatan rupanya tidak jerah atau takut 
dengan sanksi yang dijatuhkan kepadanya atau karena dorongan karena faktor dalam 
memenuhi kebutuhan yang tinggi telah membuat mereka tidak jerah ataupun takut 
dalam melakukan kejahatan tersebut. 
B. Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencegah Tindak Pidana Pencurian 
Disertai Kekerasan. 
Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan 
kejahatan yang termasuk bidang kebijakan kriminal, kebijakan kriminal ini pun tidak 
terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (social policy) yang 
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terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (social-
welfarepolicy) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindugan masyarakat 
(social-defence policy).
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Penerapan hukum pidana menitikberatkan pada upaya yang bersifat represif 
(penindakan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi dalam sarana penal. 
Sedangkan pencegahan tampa pidana dan cara mempengaruhi pandangan masyarakat 
mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa menitikberatkan pada upaya 
yang bersifat preventif (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi 
dikelompokkan dalam sarana non penal. Upaya untuk melakukan penanggulangan 
kejahatan mempunyai dua cara dalam hal penggunaan sarana yaitu melalui sarana 
sistem peradilan pidana (penal) tindakan represif yaitu upaya setelah terjadinya 
kejahatan, dan sarana (non penal) tindakan preventif yaitu mencegah sebelum 
terjadinya kejahatan. Perbedaan keduanya dapat diuraikan sebagai berikut: 
1. Tindakan Represif 
Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur 
penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.Tindakan respresif lebih 
dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain 
dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.
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Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk 
masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum 
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45
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dalammelakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan 
dipengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.
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2. Tindakan Preventif 
Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau 
menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.Menurut A. Qirom Samsudin M, 
dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan 
lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja 
diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang 
memuaskan atau mencapai tujuan.
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Sedangkan menurut penjelasan Teguh Sri Rahardjo selaku hakim III 
Pengadilan Negeri Makassar (wawancara 18 agustus 2017) bahwa upaya yang sering 
dilakukannya dalam mencegah tindak pidana pencurian disertai kekersan ialah: 
1. Menjerahkan, yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh hakim dalam 
memberikan sanksi terhadap terdakwah pelaku tindak pidana yang akan 
membuat mereka jerah untuk melakukannya lagi. 
2. Tidak diikuti oleh orang lain, maksudnya ialah bahwa hukuman yang 
dijatuhkan hakim telah memberikan rasa takut kepada orang lain untuk 
melakukan kejahatan yang sama sehingga terjadinya tindak pidana 
pencurian disertai kekerasan dapat terminimalisir. 
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Hasil Wawancara  Penelitian di Pengadilan Negeri Makassar  
Mahasiswa: Mengenai kasus tindak pidana pencurian disertai kekerasan, apakah 
kasus ini sering bapak hakim tangani semenjak lima tahun terakhir ini 
yaitu pada periode 2012-2016 ? 
Hakim: Sejak periode tahun 2012-2016, kasus tindak pidana pencurian disertai 
kekerasan ini sering terjadi di Makassar dan paling banyak saya 
tangani diantara kasus yang lain.  
Mahasiswa: Mengenai putusan sanksi yang dijatuhkan, apakah pak hakim 
memvonis sesuai aturan di KUHP atau ada pertimbangan dari pak 
hakim ketua sendiri mau pun musyawarah dari hakim anggota lainnya 
sehingga vonis atau sanksi yang dijatuhkan cenderung tidak sesuai 
yang tertera di dalam KUHP ? 
Hakim: Mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa dihukum sesuai 
ketentuan berlaku di KUHP. Jika tidak sesuai didalam KUHP, kadang 
ada unsur peringanan sehingga sanksi cenderung berbeda atau tidak 
sesuai dalam KUHP. Karena di KUHP dijelaskan maksimal Sembilan 
tahun dan bukan berarti harus diputus sebegitu. 
Mahasiswa: Apakah didalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa sering terjadi 
protes dari pihak keluarga terdakwa karena merasa diberatkan ataupun 
keberatan atas sanksi yang dijatuhkan oleh hakim ? 
 Hakim: Tidak pernah terjadi protes selama saya menangani kasus semacam 
ini, sebeb para terdakwa telah mengakui dan menerima sanksi yang 
dijatuhkan kepadanya. 
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Mahasiswa: Bagaimanakah upaya hakim dalam meminimalisir terjadinya tindak 
pidana pencurian disertai kekerasan di pengadilan negeri Makassar & 
apa saja faktor sehingga tindak pidana tersebut sering terjadi di 
lingkungan kota makassar ? 
Hakim: Upayanya itu memberi hukuman yang bersifat menjerakan dan juga 
agar yang lain tidak mau atau takut untuk melakukan tindak pidana ini. 
Mahasiswa: Apakah didalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana 
pencurian yang disertai kekerasan sering mendapat sanksi peringanan 
atau pemberatan? 
Hakim: Yang memberatkan jika orang tersebut sudah pernah dihukum 
sebelumnya terhadap tindak pidana yang sama. Sedangkan yang 
meringankanya itu belum pernah dihukum, tidak berbelit-belit, belum 
sempat menikmati hasil kejahatan dan korban sudah memaafkan. 
Mahasiswa: Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana 
pencurian disertai kekerasan yang sering atau marak terjadi di kota 
Makassar ? 
Hakim: Faktor yang memicu terjadinya tindak pidana ini, yaitu: 
1. Masalah ekonomi 
2. Pergaulan yang salah 
3. Narkoba 
4. Peminum minuman keras (miras). 
5. Tidak adanya atau kurangnya rasa perhatian dari keluarga. 
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BAB V  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Bersadarkan uraian dan pembahasan dalam bab sebelumnya mengenai tindak 
pidana pencurian disertai kekerasan baik menurut hukum pidana positif maupun 
hukum pidana islam yaitu: 
1. penyebab terjadinya tindak pidana pencurian disertai kekerasan yaitu faktor 
ekonomi, di mana ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka 
orang tersebut melakukan kejahatan pencurian untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya sendiri 
2. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak pidana 
pencurian disertai kekerasan yaitu upaya yang bersifat preventif 
(pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi dikelompokkan dalam 
sarana non penal. Upaya untuk melakukan penanggulangan kejahatan mempunyai 
dua cara yaitu melalui system peradilan pidana (penal) atau represif yaitu upaya 
setelah terjadinya kejahatan dan sarana (non penal) atau preventif yaitu mencegah 
sebelum terjadinya kejahatan. 
B. Implikasi Penelitian 
Setelah mengkaji mengenai tindak pidana pencurian disertai kekerasan baik 
menurut hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam dan telah selesai. Tetapi 
masih banyak terdapat kekurangan, maka penyusun perlu kemukakan beberapa saran 
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yang dapat memberikan tambahan, masukan untuk pihak lain yang akan melakukan 
pengkajian lebih lanjut. 
1. Kepada mahasiswa para dosen dan pihak lain yang tertarik untuk mengkaji lebih 
dalam mengenai tindak pidana pencurian disertai kekerasan, karena tindak pidana 
tersebut cenderung meningkat di Indonesia. 
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sekiranya tidak terlalu 
ringan dengan mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada 
seeorang yang terbukti bersalah dimaksudkan bukan saja sebagai pembalasan atau 
efek jerah terhadap orang tersebut tetapi juga untuk mencegah orang lain untuk 
melakukan tindak pidana tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pidana 
yaitu mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat. Hakim diharapkan 
dapat melakukan penemuan hukum yang berdasarkan keadilan yang berguna di 
dalam kehidupan measyarakat. 
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